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GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBAITGAI{ KAtrIASAN PETERNAXAN

DEI{GAJT RAHilAT TI'IIAN YAIYG MAIIA ESA

GT'BERIII'R I"AMPUI| G,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun
2Ol4 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan
Kawasan Peternakan;

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan
industrial unggul yang berbasis sumberdaya lokal,
secara efektif dan efisien dalam pencapaian swasembada
daging serta kemandirian pangan nasional, maka perlu
dilakukan pensembansan klaster pewilayahan temak
berbasis kawasan korporasi dengan ditopang oleh
aktivitas kelompok petani petemak yang memiliki nilai
tambah dan daya saing yang lebih kompetitif terhadap
komoditi yang dihasilkan berdasarkan karakteristik dan
potensi sumber daya lokal masing-masing daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Lampung tentang Pengembangan
Kawasan Petemakan;
I Tnrlanc-I Inrionc IrTnmar 14. Tahrrn 1ORA +ahfah.r

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
r_--t-.---:-rlruutlcsla trullluHuuur,
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4. I-I1d21g-I-Ind21g Nomor 17 Tahttn ,OO7 terl.tarr.g R-encana-
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

( T Inrlono-ITndano Nnrnnr ,6 Tahrrrr )OO7 tetltartry
Penataan Ruang (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47251 sebagaimana telah
diubah dengan Undarg-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, TambaJtan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (l,embaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tamhahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah, dihapus atau ditetapkan
pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keda {Lembaran Neqara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234l, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6389);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
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i i. Peratural Fcrtrcr irrledr i'ioriiur 43 Tairul 20i i tcllang
Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 526O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2072 lenlang
Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5296);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

i4. Feraluran Fernerintah i,iorror 3 Tahun 20i7 tentang
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6019);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Bldang Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pengendalian Zoonosis;

17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia 2Oll-2O25 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014
(kmbar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
118);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebasaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

19, Pera.tr-rra.n Menten Pert-a:ria,n Nomor: a1 /Permenta-n IOT
l4O l9l2OO9 tentang Kriteria Teknis Kawasan
Peruntukan Pertanian (kmbar Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
oU/ierriicrri-ait/Vt.r'+Al Lvl zv\z LelrLirirB reuulllarl
Pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 56 / Permentan/ RC. 0a0/ | | / 20 16 ;

21 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor
l8/Permentan/RC.O4Ol4/2018 tentang Pedoman
Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi
Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 559);
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22. Peratural Itlenteri Pert"anian Nornor 17 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 498);

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2AA7 Lerti.a;l.g Rerrcrura Ferlbtrngurranr jarrgka Farrjarrg
Provinsi Lampung Tahun 2OO5-2O25 (Lembar Daereh
Provinsi la,mpung Tahun 2007);

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Provin si Lampung Tahun 2009 sampai ciengan Tahun
2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi l"ampung Nomor 12 Tahun 2Ol9
(Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor
12, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi l"ampung
Tahun 20i9 iiomor 499);

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (l,embar Daerah Provinsi la.mpung Tahun
2013);

26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun
2Ol4 tentang Penyelenggaraan Petemakan dan
Kesehatan Hewan (kmbar Daerah Provinsi la.mpung
Tahun 2014);

n'7 Daro+trton Fraorah pr r;hc'i I arnnrrna Nnrnnr 4 Tahrra

2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kery'a
Dinas Provinsi Lampung (Lembar Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi l,ampung Tahun 2019 Nomor 49 1);

CQ Dara+rrron ,1trhatr!rr I amnrrt rr Nnmnr <A Tohrrh Onl O

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan
Fungsi serta Tata Keq'a Perangkat Daerah Provinsi
la.mpung (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019
Nomor 56);

IITIjIVI U I U

PERATURAN GUBERNUR
KAWASAN PETERNAXAN.

TEI{TANG PENGEMBANGAN

BAB I
KEf,EITTUAIC UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1 Daerah adalah Provinsi L,ampung.

2. Gubernur adalah Gubernur l,ampung.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
I_\^^-^L '.^-r,'rr+ a-^- ^+an^*'i ,l^- +"a..! -^-L^*+'rlryriJaiViallL iiiuiiiii iii ciz.a- vaviivrar y!1rlvurlq4rr

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menetapkan :
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5. K^a.;.,asan adelah suatu besaran,/satuan '*,ilayah yang tida-k dibatasi
dengan wilayah administratif pemerintahan, memiliki kondisi dan tujuan
tertentu sesuai dengan alokasi tata ruang wilayah.

6. Kawasan petemakan adalah gabungan dari sentra-sentra peternakan
yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan
eiekijvii;r.s ruanrajclrcrr perubanrgurrtur wiiayair secara 'uer kcianrj u Larr ser La

terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi
sosial budaya, faltor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.

7. Korporasi peternakan ada-lah kelembagaan ekonomi peternak berbadan
hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian
besar kepemilikan modal dimiliki oleh peternak.

8. Kawasan korporasi peternakan adalah kawasan peternakan yang
dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan
peternak.

v. rel UaIlIi:tIl. t.U auii-lalt pelrteroraall tiTSLtiIII Usalla pel Lalrralr IlrellBS,Ullil.l(iril
teknologi digital cerdas yang mampu mengintegrasikan semua potensi
sumber daya, mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan
informasi secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan
di tingkat unit korporasi petani dan manajemen kawasan pertanian.

10. Rencana bisnis adalah dokumen yang menggambarkan strategi dan
manajemen proses bisnis korporasi petani untuk mencapai target
pengembangan usaha sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

11. Klaster adalah suatu besaran terkecil dari pengembangan komoditas
sejenis cl-a,la-m sr-r-a-tr-r. ka-wa,sa-n ya-ng rnemiliki trlua,n te!:tentr_r sesr_lai
alokasi tata ruang wilayah.

12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya
fisik, benih, bibit dan/ atau bakalan, pakan, alat dan mesin petemakan,
budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan
pengusahaannya.

13. Usaha peternakan adalah kegiatan dalam bidang peternakan, yang
mencakup usaha pada simpul-simpul rantai pasok, mulai dari
perbibitan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan,
sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

14. Kelompok Tani Ternak adalah kumpulan petemak yang dibentuk oleh
peternak atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi
lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

15. Ga,br,rnga,n Kelompok Ta-ni Terrra.k a_d.a]a.h kr.rmpr-rla.n heber-a,pa_ Kelompok
Tani Ternak yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan
skala ekonomi dan efisiensi usaha.

16. Kelembagaan Peternak adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari,
oleh, dan untuk peternak guna memperkuat dan memperjuangkan
kepeniirrgeur peternak.

17. Kelembagaan Ekonomi Peternak adalah lembaga yang melaksanakan
kegiatan usaha ternak yang dibentuk oleh, dari, dan untuk peternak,
guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha ternak, baik yang
berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum

18. Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan
keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk
kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi,
transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan.
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i9. Kesciralali ircw?ul adaiair scgaia ur'usi r ye{rt i-rer kailierr tlerrgal
perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan,
pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit,
medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatail
kesehatan hewan serta keamanan pakan.

20. Budidaya adalah suatu kegiatan untuk usaha menghasilkan dan
memelihara ternak.

21. Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta
memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

22. Bakuan aciaiah ternak bukan bibit yang mempunyai sifat unggui untuk
dipelihara guna tujuan produksi.

23. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari ternak baik yang
masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan
konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/ atau kegunaan lain bagi
pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

24. Petemak adalah perorargan warga negara Indonesia atau korporasi yang
melakukan usaha peternakan.

25-Usaha peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang
i-rcr i-rerrluk i;atia-rr irukulrr lrauprtrr ytrlg bukarr 'uatiirr irukur]i ]arrts,
didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan minimal
berskala ekonomi.

26. I.ahan adalah daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan
fisik yang meiiputi mnah besefta segenap faktor yang mempengaruhi
penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologl yang
berbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan perencana <ian pengambii
kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pengembangan kawasan korporasi peternakan.

Pasal 3

\, Prrana I i--1.,,- Darafrrran A,,hamIr iai aali-rr+i.

a. maksud, tujuan, dan sasaran;
b. tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas;
c. manajemen pengembangan kawasan;
d l,a1a,.-}--..6 L^'h^ro ai nalarnalz'

e. penumbuhan dan pengembangan korporasi petemakan;
f. inovasi teknologi pertanian 4.0;
g. pembinaan dan pengawasan; dan
h. pendanaan dan pembiayaan.

Pasal 4
Maksud dari pengembangan kawasan korporasi peternakan yaitu:

.. posisi Provinsi l.ampung dalam pengembangan koridor ekonomi Indonesia
adalah sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung
aa-t af.'i r.a ai^r.tal 6.;o lz^l"irl^r ini rionor .l.ihar.tm,h

korporasi peternakan;
b. pengembangan kawasan korporasi peternakan kedepan sejalan dengan

pembangunan agribisinis yaitu diarahkan kepada peningkatan sebesar
besarnya peran dan partisipasi masyarakat;
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r. ,Jafarn tarlrrV^ ar.anin6Lo+12an afaLlifi+a. handamhahrrarl lrart,aaah na?lt!

ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku
pengembangan kawasan korporasi peternakan yaitu masyarakat peternak
baik di tingkat pusat maupun daerah;

d. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program,
L-;-r--,{-- -------- ---l----,,--- l.--,ac-- 6a}-*oL--',{--

e. mendorong aspek pemberdayaan peternak dalam suatu kelembagaan
ekonomi peternak di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan korporasi
peternakan agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif
sistem usaha peternakan.

Pasal 5

Tujuan dari penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di dalam
kawasan korporasi peternak untuk:
a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas

aaiartaluar ,,-r,,1, Lalrarlohirr+on l-arah. -aci^nat.

b. memperkuat sistem usaha peternakan secara utuh dalam suatu
manajemen kawasan; dan

c. memperkuat kelembagaan peternak dalam mengakses informasi,
teknologi. prasarana dan sarana publik. permoddan serta oensolahan dan
pemasaran.

Pasal 6

(1) Sasaran pengembargan kawasan korporasi peternakan mencakup:
a. meningkatnya produksi, produldivitas, nilai tambah dan daya saing

komoditas pnoritas peternakan nasional;

b. tersedianya dukungan prasar:rna dan sarana peternakan di kawasan
korporasi peternakan secara optimal;

c. teraplikasikannya teknologi inovatif spesifft lokasi di kawasan korporasi
petcrirakari,

d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan peternak
dalam mengelola kelembagaan ekonomi petemak; dan

e. berfungsinya sistem usaha peternakan secara utuh, efektif dan efisien.

(21 Sasaran sebagarmana dlmaksucl pada ayat (Il memlhkr parameter pallng
sedikit:

a. pendapatan riil rumah tangga peternak;
b. skala usaha peternakan;
^ ,-^---:-- .---^t:L --^L-----^1-. l^--u. uri,'lEur PrurlL PcLtr rlan1, ua1.tl

d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

BAB II
TIPOLOGI, LOKASI I(AWASAN DAN KOMODITAS

!t-,r- - t, ^--L--4raatsr4lll rtEsaLtl
Tlpologl dan Lokasl Kawasan

Pasal 7

Kawasan Peternakan terdiri dari:

a. Kawasan Peternakan Nasional;

b. Kawasan Peternakan Provinsi; dan

c. Kawasan Peternakan Kabupaten/ Kota
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Prisrii I
(1) Ihwasan peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf b untuk mengembangkan komoditas peternakan prioritas Prorrinsi
dan atau komoditas peternakan prioritas nasional yang sesuai dengan
arah dan kebiiakan pemerintah pusat.

(2) lokasi kawasan peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Iokasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Komoditas Sapi Potong:

1) Kabupaten Lampung Selatan
2) Kabupaten Lampung Timur
3) Kabupaten l,ampung Tengah
4) Kabupaten Lampung Utara
5) Ka-bt-rpaten T\-rla-ng Ba.wa-ng

6) Kabupaten Pesawaran
7) Kabupaten Tulang Bawang Barat
8) Kabupaten Way Kanan

b. Komoditas Sapi Perah:
1\ IZ^l-,.-^r^- r ^--...^- D^-^4r., r\4uqPd.lc_rr rri1.luPurrE, rJa1l a1L

2) Kabupaten Tanggamus
c. Komoditas Kerbau:

1) Kabupaten T\rlang Bawang
2) Kabupaten Way Kanan

d. Komodrtas Kambing:
1) Kabupaten Tanggamus
2) Kabupaten Pesawaran
3) Kabupaten Pringsewu
4) Kabupaten l,ampung Utara

e. Komoditas Kambing Perah:
1) Kabupaten Tanggamus
2) Kabupaten Lampung Timur
3) Kabupaten Lampung Barat
4) Kabupaten Pesawaran
5l Kabupaten Ftlngsewu
6) Kota Metro

f. Komoditas Unggas:
1) Kabupaten Tanggamus
2) Kabupaten Pesawaran
3) Kabupaten Pringsewu
4) Kabupaten l,ampung Timur
5) Kota Metro

Pasal 9
Kliieria Kawasanr Feier rraktur sei.rageiruaua dilraksud tiaiarl Fasai 7 i.el ciir i
atas:
a. tersedianya sumber pakan dan air;
b. bukan daerah endemik penyalit hewan;
c. tersedianya aksesibilitas sarana transportasi ke lokasi sentra produksi;
d. lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau

hamparan parsial yang terhubung secara fungsional; dan
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a '\ali'.t., cadil,if 'rahdtsahaan 
r!n+rrL'v. P\4^b

1 . ternak ruminansia besar sebanyak 5OO (lima ratus) ekor betina
dewasa;

2. ternak ruminansia kecil sebanyak 5.000 (lima ribu) sampai dengan
1n nnn lcanrr'hrh rihrrl alrnr tarnalz rlauraca'

3. unggas sebanyak 5O.OO0 (lima puluh ribu) sampai dengan 1O0.0O0
(seratus ribu) ekor; dan

4. ternak babi sebanyak 5.000 (lima ribu) sampai dengaa 10.000
,-anrrlrrL ;lIrl 61.^, +aaal,,{-",^-^
teel/qrqrr

Baglan Kedua
Komodltas

Pasal 1O

Gubernur mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan untuk
mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan petemakan yang telah
6ilstaFkan sebagai kawasan peternal<an nasional dan provinsi.

(r)

{2t

Baglan Kedua
Ma,stetplan ilan Actlon Plan

Pasal 12

Organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
peternakan dan kesehatan hewan provinsi wqjib menyusun Ma.sterplan
mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan peternakan
nasional sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan
kawasan petemakan provinsi.

Ma.sterplan dapat disusun dalam bentuk gabungan beberapa komoditas
atau pola integrasi antar sub sektor maupun secara khusuJhanya untuk
satu jenis komoditas.

(31 Ma.sterplan sebagaimana dimaksud
Gubemur.

Pasal 13

pada ayat (1) ditetapkan oleh

organisasi dalam menyu sun Masterpran sebagaimana dimaksud dalam pasal
14 dan Actton plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 berkoordinasi
untuk ditelaah dengan Direktur Jenderal peternakan dan Kesehatan HewanKementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

(1) Komoditas peternakan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) antara lain sapi potong, kerbau, dan kambing.

(2) Komoditas petemalan prioritas provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing,
kambing perah, rian unggas.

BAB TII
MAJIAT'EMEN PEI{GEMBANGAIY I(AWASAN

Bagian Kesatu
Uiiiiirii

Pasal 11
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Bagian Ketlga
Organlsasl Pengelola

Pasal 14

(1) Organisasi pengelola kawasan petemakan terdiri atas Tim Pembina
Provinsi dan Tim Teknis Provinsi serta Tim Pembina Kabupaten/Kota dan
Tirrl Tckrris Kabupa'r-err/ Koi-a.

(2) Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15
(1) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

memverilikasi dan membahas kesesuaian usulan yang disampaikan Tim
Telceis Kabupaten/ Kota terhadap dokumen Masterplan.

(2) Tim Teknis Prorrinsi memproses usulan Tim Teknis Kabupaten/ Kota
dalam bentuk:
a. mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan

Aar aroonicaci naranrLa+ ;aaroh hr^r;noi /Ancc----

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi) yang ditujukan untuk
pengembangan kawasan;

b. menggalang dukungan organisasi perangkat daerah lintas sektor
di tingkat provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; dan

u. riicr'u-rrruskarr soiusi aiter rratii tlaiaflr urcrigai-asi iuurlrarrts, Lirrdiir
kewenangan dan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam
perencanaan pengembangan kawasan.

(3) Sinkronisasi Adian PIan pengembangan kawasan peternakan di provinsi
dilaksanakan dalam forum musyawarah perenc€rnaan pembangunan
provinsi atau rapat koorciinasi tei<nis iainnya rii provinsi.

Pengembangan
tahapan:

Pasal 16
kawasan korporasi petemakan dilaksanakan melalui

a. irieltiiikasi puterrsi dalr per rilasalairal wiiayair ulluk pelr'uarrguuanr
kawasan petemakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), Masterplan serta rencana aksi (Action PIan) pengembangan
kawasan petemakan;

b. penataan rantai pasok komoditas peternakan berdasarkan arah
pengembangan usaha;

c. pengorganisasian kelembagaan peternak dalam suatu kelembagaan
ekonomi peternak berbadan hukum;

d. penataan prasarana dan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan
dan rencana pengembangan; dan

e. penataan rantai pasok komoditas peternakan berdasarkan arah
pengembangan usaha.

Baglan Keempat
Desaln Rantal Pasok

Pasal 17
(1) Penataan desain rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam pasal 16

h-uruf e ditujukan untuk menata ulang manajemen rantai p""ot 
"L"u..efektif dan efisien dengan mengoptirnalkan peran korporasi petemak

dalam pemasaran produk.
(2) Desain rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (r) sesuai dengankondisi saat ini dan arah pengembangan kawasan peternakan di masing_masing lokasi.
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BAB TV
KPLEMBAGAAN KORPORASI PETERITAK

Pasal 18

(1) Kelembagaan korporasi peternak dibentuk melalui integrasi yang
dilakukan oleh Kelompok Tani Ternak, dan/ atau gabungan Kelompok
Tani 'Ibrnak dalam bentuk kelembagaan ekonomi peternak berbadan
hukum.

(2) Kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk korporasi atau badan hukum lainnya
dengan seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh
petemak.

(3) Kelembagaan korporasi peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasai i9
Kelembagaan korporasi peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dapat menerima fasilitasi bantuan sosial, prasarana dan sarana produksi
maupun pendampingan teknis dan manajerial baik dari pemerintahan,
swasta atau lembaga non pemerintah.

Pasal 2O

(1) Kelembagaan korporasi petemak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
dapat:
a. mengembangkan unit usaha mandiri; atau

b. menyertakan moda-l ke dalam kelompok usaha industri atau
perdagangan.

(2) Pengembangan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufa dapat mencakup pengelolaan alat dan mesin peternakan.

(3) Penyertaan modal sebagarmana dlmaksud pada ayat (I) hurut b dapat
berbentuk alat dan mesin peternakan yang tidak dikelola secara mandiri.

(4) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ayat (3) merupakan aset peternak/Kelompok Tani Ternak/gabu

dan
ngan
a,ta,r-!Kelompok Ta.ni Tema-k 5,a.ng diperhitr-rngka-n seba,g?.

penyertaan modal pada kelembagaan korporasi peternak.
i saham

(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama.

BAB V
PEITUMBUHAIT DAIT PENGEMBANGAN KORPORASI PETER]TAXAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21
(1) Korporasi peternakan dirancang untuk dapat tumbuh dan berkembang

sehingga berskala ekonomi optimum serta terintegrasi horizontar dan
vertikal.

(2) Untuk. dapat.. tumbuh dan berkembangnya Korporasi peternakan
se Dagarmana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada krasifikasi tingkatkemandirian Korporasi peternakan dalam mengeiora usaha pet"-at a,yang dapat dikelompokkan ke dalam:
a. tahap penumbuhan; dan
b. tahap pengembangan.
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?a;i'ai 22

Penumbuhan dan pengembangan Korporasi Peternakan dilaksanakan secara
terpadu dan berkelanjutan dari subsistem hulu sampai hilir dalam suatu
sistem rantai nilai usaha peternakan dengal pendekatal manajemen
meliputi:

a. Manajemen sosial, yaitu manajemen yang dapat menumbuhkan tindakan
kolektif dari para petemak kecil dan kelembagaan peternak;

b. Manajemen bisnis ekonomi yang dapat memperkuat: akses terhadap
modal finansial dan pasar, resiko dan usaha pengolahan sumberdaya;
akses ier'iradap i-ekroiogi ulggui dal irrpul px'oriuksi, pelgciuiaal rriiai
tambah dalam mengelola usaha pengolahan hasil usaha temak secara
kolektif; dan

s. Manajemen lingkungan, yaitu manajemen korporasi peternak yang
meningkatkan efisiensi penggunaan input sarana produksi ramah
iingkungan sehingga mengurangi penggunaan bahan i<imia.

Bagian Kedua
Penumbuhan

Pasal 23
( i ) Ferrutrbuirarr ui;aira kur por'asi petcr rrakarr tiiiakukarr tier-Lgarr rrrcrrtior orrg

prakarsa peternak dengan dilandasi asas pengembangan kesempatan
usaha dan asas penciptaan manfaat dan nilai tambah produk.

(2) Penumbuhan korporasi petemakan sebagaimana dima-ksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tahapan:
a. persiapan;
b. konsolidasi peternak dan usaha peternakan;
c. perancangan korporasi peternakan;
d. penyusunan model bisnis; dan

l-^-r,-'1, 1--1^*L^-^^- -,^^L^ l-^-^--,-,^^- J^- ^.^a,,^(:,. prllErrLLrarr l.,crrLLI_L r\.c_r(,,'rrl.,o,Ed.cur uncu1(1, ttEpstr5Lat qJdur, iJd-.i -Laliis
hukum.

(3) Alur proses penumbuhan korporasi peternakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 24
(1) Pengembangan usaha korporasi petemakan dilakukan dengan penguatan

bisnis dan pemandirian korporasi petemakan.
(2) Penguaran bisnis sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (i) <iiiakukan

dengan:
a. peningkatan;

1. sumber daya manusia;
2. kapasitas produksi;
3. elislensl penggunaan taktor produksl; dan
4. skala bisnis;

b. membangun jejaring bisnis;
c. optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan;
d. pengembangan;

1. jejaring usaha (netr.ao rking); d,an
2. diversi{ikasi usaha;

e. promosi;
f. perlindungan usaha; dan
g. skala bisnis.



-13-

(-?) Pemandirian korporasi sebageimana dimaksud pada ayat (1) dila-kukan
dengan penguatan manajemen badan usaha dan bisnis.

(4) Alur proses pengembangan usaha korporasi peternakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam t"ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 25
Kelembagaan peternak dalam mempercepat pengembangan kawasan
korporasi peternakan harus melakukan:
a. konsolidasi ke dalam kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum

pada skala kawasan:
b. penguatan jejaring kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum

dengan kelembagaan pelayanan teknis peternakan, serta prasarana dan
sarana peternakan; dan

c. peningkatan akses kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum
terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran
produk peternakan.

Pasal 26

(1) Penumbuhan dan pengembangan kawasan korporasi peternakan
dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari susbsistem
hulu-hilir dalam suatu sistem usaha ternak dengan memperhatikan
aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi
dan aspek ekologi atau lingkungan.

(2) Penumbuhan dan pengembangan kawasan korporasi petemakan
sebagairnana dima-ksuC pada a;'at (1) mengikutsert-akan peling sed'ikit:

a. kelembagaan peternak; dan

b. pelaku usaha.

Pasal2T
Penumbuhan dan pengembangan Korporasi Peternakal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berkedudukan di kabupaten/kota setempa!
b. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan anggota dan/atau

rlri1sya,'t anli1t,

c. memiliki kepengurusan yang tetap;

d. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan

e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Pasal 28

(1) Percepatan penumbuhan dan pengembangan Kawasa, peternakan
dilakukan melalui penguatan Kelembagaan Ekonomi peternak.

(2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi peternak sebagaimana dimaksud padaayar (i) ciiiakukan dengan mengkonsoiiciasit an petemak 
"".t,manajemen usaha peternak ke dalam unit-unit bisnis yang d.ibentuk

dalam Korporasi peternak.

(3) Korporasi Peternak sgfagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadipenggerak Kawasan peterna kan Nasional.
(4) lokasi Korporasi peternakan yang sudah ditetapkan harus menyrrsunstudi kelayakan dan rencana bisnis pengembangan tomoaitas -untut<

jangka waktu 5 (lima) tahun.
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(5) Format penyusunan studi kelayakan dan rencana bisnis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
IIYOVASI TEKNOLOGI PERTANIAI{ 4.O

Pasal 29
(1) Untuk mempercepat penumbuhan dan pengembangan Kawasan

Korporasi Peternakan perlu dilakukan inovasi teknologi Pertanian 4.0.

(2) Inovasi teknologi Pertanian 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan.

(3) Lokasi Inovasi teknologi Pertanian 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan pada Kawasan Peternakan Komoditas Nasional.

Pasal 3O

(1) Inovasi teknologi Pertanian 4.0 bertujuan untuk:
a. meningkatkan presisi pemanfaatan rekomendasi teknis dengan

menggunakan teloeologi cerdas untuk mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya dan teknologi industri generasi 4.0; dan

b. memperkuat manajemen pembangunan pertanian serta mendukung
kinerja bisnis Korporasi Peternakan.

(2) Kriteria umum lokasi inovasi teknologi Pertanian 4.0 meliputi:
a. tersedianya jaringan intemet yang memadai, dan berkembangnya

infrastruktur teknologi bagi perbaikan, peningkatan volume data,
kekuatan komputasi dan konektivitas;

b. tersedianya infrastruktur pendukung paling kurang akses kawasan,
jalan produksi, sarana pengairan, serta alat dan mesin petemakan;
dan

^ +^-l^6^+h,,^ T/ala'nL^^^^- D6+^*^t-^- ..^-^ a-'-.;'t;'t..; l--^i^'.^- ,,-+,,1.
J arr6 urluulrr

menerapkan inovasi teknologi Pertanian 4.0.
(3) Inovasi teknologi Pertanian 4.0 dilakukan dengan tahapan meliputi:

a. identifikasi proses bisnis yang telah beq'alan;

b. penyusunan parameter di setiap tahapan proses bisnis;
c. penyusunan desain alur proses informasi dari pengumpulan,

pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk digital;
d. rencana penyediaan prasarana dan sarana; dan
e. rencana sosialisasi dan pelatihan pengenalan penerapan inovasi

fAll..rl^.r.i P.ar"rqni,>n A, n
(4) Cakupan ruang lingkup inovasi teknologi Pertanian 4.0 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PEMBINAAIY DAJ{ PENGAWASAN

Baglan Kesatu
Pemblnaan

Pasal 31
Pembinaan pengemba'gan ka"','esal korporasi peterne-kan dila-kukan orehKementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanian danperangkat dagrah yang menangani urusan pemerintahi.n di bidangpeternakan dan kesehatan hewan sesuai tugas dan fungsi sertakewenangannya berdasarkan peraturan perundang_undangan.
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Dlrgrllrr rleqrla
Pengawasan

Pasal 32

Pengawasan sebagaimama dimaksud dalam Pasal 3l dilakukan melalui:
a. Pemantauan;

b. Evaluasi; dan

c. Pelaporan.

Pase! 33

(1)

\zt

(i)

t2t

(3)

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a
dilaksanakan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat
(1) sesuai dengan tugas dan fungsi.

Perlarrlaual sebaga.iruanra tiiruaksuti patia ayai (i) diiakukan unluk
mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan,
mengidentilikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul
dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Pasal 34

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan oleh
tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) paling sedikit 1

(satu) tahun sekali.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan
membandingkan reaiisasi terciiri atas masukan (inpuq, keiuaran (outputl
dan hasil (outcomel terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
Eva-luasi terhadap hasil (outcome) dilakukan dengan parameter sasaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (21.

Pgsg!-35

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c disampaikan
oleh tim teknis kabupaten/kota kepada tim teknis provinsi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 14 ayat (l) yang selanjutnya diteruskan kepada
Kementerian Pertanian.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 36

Pelaporan se bagaimana dimaksud datam Pasa_l 32 hurul c berisi data dan
informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai
indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

(1) Pembiayaan diberikan

BAB VIII
PEITDAITAAII

Pasal 37
untuk bisnis Korporasi Peternak yang

modal kerja korporasi.
orasi peternakan bersumber

diperuntukkan sebagai modal investasi dan
(2) Pendanaan pengembangan kawasan korp

dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
b' Sumber pendanaan rain yang sah dan tidak mengikat berdasarkanperaturan perundang-undangan.
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 46 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 - nopember- 2027

I'E ITEPTA PENFTADAIII I'A$'ASAN

l,okasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan

parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan

infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Petemakan harus didukung dengan

ketersedia.an lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan

ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integtasi ternak-perkebunan,

ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura.

pUsrFswaN RDH , RDI I

POS IB PEMASARAN

PROMOSI & INVESTASI

PETNPNINC

PENGOTAHAN

l(/r & UMBAGA TERXATT

PER6URUAN TIN6GI

rae/r.1TA

SKIM PEMBIAYAAN

TOKO OBAT/VAKS|N

INSEMINATOR/PENYULU

SARANA DAN LAYANAN

TEKNIS

PROVtNST

<E'iI?DA

PETERNAK

IDV (*., )

PEIA I IHA'{

USAHA

PETERNAI(AN

(*" )

KLP

PEIATIHAI{

USAHA

PETERNATA

t"rt

PETERNAK

SARANA DAN TAYANAN

TEtVIA)AIlAN

PENDAMPINGAN.

PENGAWAI.AN & SDM
tAYAiiAN EKOi'iOlvii

Gambar 1 . Ilustrasi Kawasan petemakan.

tAB KESWAN

UUl(UNbAN )WA5 I A

LKMM
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Untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan peternakan,
Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi fungsi petemakan dan
kesehatan hewan sesuai tugas dan fungsi melakukan koordinasi dan/ atau
kerjasama dengan Kementerian / Lembaga, Iembaga penggerak swadaya
masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan /atau koperasi.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengembangan
kawasan untuk masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang membawahi fungsi petemakan dan kesehatan hewan
sesuai kewenangan.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatarlnya dalam Berita Daerah Provinsi
Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal s - tt -2021
GUBERITT'R LIIMPUI|G,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 9 - 1t - 2021

SEKREIARIS DAERATI PROVINSI LAMPUNG,

FAHRIZAI DARMINTO

asliaya
Hukum,

Jailani SH MH
Pembiae Utqna Muda

IIIP. 1965G)O5 199103 1(x)4

ttd

BAB IX
I(ETEI{TUAN PEITUTUP

Pasal 38

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPI'NG TAIITff 2021 IYOMOR...46
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STRUXTUR DAN MEKANISME KERJA ORGANISASI PENGELOLA XAWASAN

A. Strr-rktnr C)rga-nisa-si Pengelola. Ka-wa-sa-n

organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan peternakan dan

kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota. Bagan struktur organisasi

pengelola Kawasan Pertanian sebagaimana Gambar 2.

TIM TEKNIS KAB/KOTA

1. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kwasan

di Provinsi

f\r"<rc',rieaci nancalnlo La.r,ao6n ;i 6r t;hci ,loha+ .lihah+rrl, ^rdoh;c6oi h6m!sgrqr uavvrr!

atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai

Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi. Tim Pembina Provinsi dan

Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya

dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusangubernur.

a. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya

diketuei cleh kepala organisasi perangkat daerah provinsi 5,ang
menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan
keanggotaan terdiri atas pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub-
sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi
masing-masing dan lintas sektor dan atau subsektor sesuai kebutuhan.

GUBERNUR

I llYI I EAtttJ rnvV llr)l

TIM PEMBINA PROVINSI

TIM PEMBINA (AB/KOTA
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T\rgas Tim Pembina Provinsi yaitu mengarahkan Tim Teknis Provinsi

dalam mslslcanakan dan melaksanakan pengembangal kawasan

komoditas peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai

dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

peternakan di tingkatProvinsi.

b. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya

nlah calzra+ario nrrranisaoi taranrrluo+ rloarah

menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan

keanggotaan dapat terdiri atas Pejabat Eselon III lintas sektor darr lintas

sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup

satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Provinsi meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman

Pengembangan Kawasan Peternakan dan petunjuk teknis pelaksanaan

pengembangan Kawasan Peternakan: (.21 mengkoordinasikan

penyusunan Masterplan Kawasan Peternakan; dan (3) menyelaraskan

rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas

peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika

implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

petemakan di tingkatprovinsi.

c. Mekanisme Koordinasi

i. or'ga-rrisasi per'arrgkat tiacrair ytailg rtrcrryeierrggan ari<.ar r ur usanr

peternakan dan kesehatan hewan di provinsi melaporkan kinerja

dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan

Peternakan di thgkat provinsi kepada Tim TeknisPusat.

2. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
peternakan dan kesehatan hewan di provinsi melakukan koordinasi

dan pembinaan serta persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan

evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi rencana
pengembangan Kawasan Peternakan di tingkat provinsi atau lintas
provinsi.

2. Si-r'uktur', KcalStsoiaal, Tugas drrn ivickalisrne Koor riirrasi Pcugeioia Katwasarr
di Kabupaten/Kota.

organisasi pengelola kawasan di kabupaten/kota dapat dibentuk organisasi
baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan
sebagai rim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Tim

rl'ilzptrrai
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Pembina dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dikukuhkan secara formal dalam

bentuk surat keputusan bupati/walikota.

a. Tim Pembina Kabupaten/ Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau

gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah yang

melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri atas

Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub seldoral sesuai kebutuhan

serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing- masing dan lintas

sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan-

T\rgas Tim Pembina Kabupaten/ Kota yaitu mengarahkan Tim Teknis

Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan

pengembangan kawasan komoditas peternakan yang menjadi tanggung

jawabnya sesuai dinamika pelaksanaan program dan kegiatan

pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

b. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau

-^l^.,--^----^ ,t:t--r,-^.: ^l^1- ^^1,-^r^-:^ ^--^.^.i^^^j -^-^--t-^. l---^t- -.^_-
6a1lrLr1r6d-rrrry d, (llr1'gL(laLl t_,rcll sgrr'.rELd.rrD Lrl Eanusd.$r lJcra,'rlg d.L ua1clcur J€urB

melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan

keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub

sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup satuan

kerl'a instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota meliputi: (l) mensosialisasikan

Pedoman Pengembangan Kawasan Petemakan darl petunjuk teknis
pelaksanaan pengembanean Kawasan Peternakan: (2,1

mengkoordinasikan penyusunan Action Plan Kawasan Peternakan; dan

(3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan

komoditas peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika
implementasi program dan kegiatan pembangunan pepeternakan di
tingkatlapangan.

c. Mekanisme Koordinasi

1. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di
kabupaten/kota melaporkan kinerl'a dan permasalahan implementasi
rencana pengembangan Kawasan peternakan ditingkat
kabupaten/kota kepada Tim Teknis provinsi.
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2. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan peterna,kan

di kabupaten/kota melakukan kerjasama pembinaan di tingkat

lapangan terhadap rencana dan hasil implementasi rencana

pengembangan kawasan di dalam maupun lintas kabupaten/kota.



PILIHAIT KEGIATAIT PENATAAN JARINGAN KELEMBAGAAil DAIC
INFRASTRUKTUR KAWASAN

1 Hulu Penataan regulasi, pembinaan

dan penyediaan secara tepat

dan jumlah kebun produksi

kandans komrnnl

Pemerintah,

BUMN/BUMD,

Penvedia bibit.

Pemerintah,

RI TI\'N /RT IIMN

Penyedia sarana

alsin peternakan.

Pemerintah,

BUMN/BUMD,

penyedia alsin pasca

l)anen.

teknis

waktu

pakan,

narTens

penggembalaan dll.

2 Budidava Penataan regulasi, pembinaan teknis
rlarr naninolzaf an lzrraliraa

kuantitas tenaga ke{a, penerapan

teknik budidaya tepat guna, spesifik

lokasi dan adaptif perubahan iklim,

fasilitasi sarana budidaya seperti: alsin

produksi / pengolahan / pengawetan

pakan pos IB, poskeswan, , dll
PASCA Penataan reguiasi, pembinaan tei<nis,

penerapan teknologi pasca panen, dan

penyediaan fasilitas penanganan pasca

panen dan mutu hasil. seperti:.

utarelause (sortasi, grading,

packagingl, dryer, silo, RPH/

RPU/RPA.

panen

a:t

No
Sub Sistem

Usaha Ternak
Kegiatan

Institusi yang

Terlibat
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Untuk mendorong pengembangan Kawasan Peternakan secara efektif dilakukan

berbagai kegiatan pada setiap sub sistem Usaha Ternak sesuai dengan kondisi

terkini dan arah pengembangan ke depan. Kegiatan-kegiatan tersebut

memerlukan permodalan serta peran pemerintah dan swasta didalam setiap

tahapannya, seperli dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kegiatan dan Peran Institusi dalam Penataan Sistem Usaha

Petemakan di Lokasi KawasanPeternakan

I

I

I

I



4 Pengolahan

5 Pemasaran

6 Penunjang Penataan regulasi,

Teknis dan penyediaan infras

penunjang fiaringan irigasi, j
Usaha Tani, embung,

lingkungan, dll), inovasi teknologi
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Penataan regulasi, pembinaan teknis,

penerapan teknologi pengolahan, dan

penyediaan fasilitasi pengolahan hasil

untuk mengolah bahan mentah

menjadi bahan baku, setengah jadi

atau produk jadi.

pem

Pemerintah,

BUMN/BUMD,

penyedia alsin

pengolahan.

Pemerintah,

.DU Mlr / _DU.tvllJ,

Lembaga usaha

pemasaran

(termasuk Toko Tani

Indonesia)

Pemerintah,

BUMN/BUMD,

masyarakat,

Lembaga Litbang,

l.embaga

Penyuluhan,

l,embaga Keuangan.

guna,

pendampingan,

afAp/r-]Hp/rfMP

permodalan,

produk.

penyuluhan

bimbingan tekni
ncrlzoranfin a e1-l

asuransl-

Jl.-rU JISLCTIT

Usaha Ternak

rr lsLr Lur JalIB,

Terlibat
No Kegiatan

Penataan regulasi, pembinaan teknis,

pcrrcr apir-i1 teicruiugi irriur rlasi tia,l

penyediaan fasilitasi pemasurr€rn:

market intelligence, e-commerce,

promosi, eksibisi, terminal agribisnis,

pasar tani/ternak, pasar lelang.

I

I

I

I

I

I

I
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PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KORPORASI PETERITAIT

Dalam menginisiasi pembentukan Kelembagaan Peternak menjadi kelembagaan

Korporasi Peternak, ditopang oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) aspek utama

mencakup: 1) konsolidasi Peternak ke dalam Kelembagaan Ekonomi Peternak

berbadan hukum; 2) aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik; 3)

aksesibilitas terhadap sarana peternakan modern; 4) konektivitas dengan mitra

industri pengolahan dan perdagangan modern; dan 5) aksesibilitas terhadap

permodalan dan asuransi. Secara ilustratif, kelima aspek tersebut digambarkan

sebagai satu kesatuan yang menopang keberlanjutan kelembagaan Korporasi

Peternak.

Gambar 3. Elemen Utarna Korporasi Peternak

A. Konsolidasi Peternak

Karakteristik umum peternakan rakyat yang berskala kecil, tersebar dan

terfokus di on farm, mengakibatkan Usaha Temak tidak efisien dan cenderung

subsistem. Produk yang dihasilkan Petemak umumnya memiliki jenis dan mutu
yang tidak seragam. serta manajemen usaha vang masih tradisional. Oleh
karena itu, diperlukan upaya untuk mengkonsolidasikan petani agar mampu
memperoleh berbagai efisiensi dalam mendapatkan sarana produksi dan
memasarkan produk, sehingga Kelembagaan petani yang masih terfokus di on
farm dapat bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi petani berbadan
hukum yang terintegrasi da-lam suatu lembaga Korporasi petani. Gabungan
Kelompok rani yang telah terkonsolidasi dapat berintegrasi atau membentuk
Kelembagaan Ekonomi petani berbadan hukum berupa koperasi atau badan

\

,ori
tan
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u saha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga

dapat bermitra dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan

atau perdagangan. Dalam rangka membentuk lembaga Korporasi Petani

diperlukan langkah konsolidasi, agar gabungan Petani dapat meningkatkan

skala ekonomi usahanya serta memperoleh kemudahan untuk mengakses

sumber pembiayaan dan pemasaran. Upaya tersebut efektif untuk
mengutuhkan rantai nilai mulai dari pengadaan sarana, prasarana, pengolahan

sampai pemasaran. Konsolidasi petani diawali dengan mengidentilikasi

Gabungan Kelompok Tani yalg memiliki kesamaan komoditas dan spesialisasi

jenis produk. Melalui konsolidasi Petani ke dalam kelembagaan korporasi, akan

terbentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terorganisir dan

memiliki kesamaan tujuan usaha. Dengan demikian, petani tidak hanya

berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga mampu berperan sebagai

penyedia bahan baku atau bahan setengah jadi yang dibutuhkan perusahaan

industri pengolahan secara berkesinambungan. Dengan demikian. Petani

terlibat secara aktif sebagai pelaku pasar, sehingga memperkuat posisi tawar

petani (bargaining position) terutama dalam penetapan harga dan penetapan

standar kualitas.

B. Aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik pengembangan kawasan

yang berbasis korporasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila akses

terhadap fasilitas infrastruktur publik tidak terpenuhi sesuai kebutuhan skala

kawasan. Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terbentuk dalam

skala kawasan akan lebih membuka peluang untuk mendapatkan kemudahan

akses terhadap infrastruktur publik, terutama pengairan dan prasarana

transportasi. infrastruktur jalan. komunikasi dan energi. sehingga akan

memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk mengusulkan kepada pemerintah

agar menyediakan infrastruktur publik dibutuhkan. Di samping itu,
Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terbentuk dalam skala

kawasan, mampu secara swadaya membiayai pengadaan dan/ atau
pemeliharaan sebagian fasilitas infrastruktur publik yang belum tersedia.

c. Aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern skala kepemilikan usaha
irrtiivitiu Pci.illi yarrg rcialii kccii litiak cfisierr alra".riia rlcrrBtulakarr aiai tiarr
mesin pertanian modern yang harganya relative mahal. Melalui Kelembagaan
Ekonomi Petani berbadan hukum, kepemilikan alat dan mesin pertanian
modern dimungkinkan untuk digunakan secara bersama yang biaya pengadaan
dan operasionalnya relatif lebih murah. Alat dan mesin pertanian seperli traktor
besar, transplanter multiguna, combine harvester, rumah pengering, warehouse,
dan cold storage membutuhkan biaya pengadaan, operasional serta
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pemeliharaan yang relatif mahal. namun dimunekinkan apabila dimiliki dan

dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petali berbadan hukum. Di samping itu,
pengadaan sarana produksi seperti bibit, benih, pupuk, pestisida dan obat-

obatan serta sarana lainnya dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah

apabila dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangal modem

interaksi antara korporasi petani dengan kelembagaan usaha ekonomi lainnya

dapat meningkatkan aksesibilitas Petani ke pasar dan sumber pembiayaan.

Korporasi antara kelompok usaha industri atau perdagangan dengan Korporasi

Petani, dapat memfasilitasi kebutuhan sarana produksi dalam bentuk tunai

atau natura yang dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum

sebagai bentuk pinjaman modal.

Aksesibilitas terhadap Permodalan dan Asuransi

Sulitnya indMdu Petani untuk mengakses sumber pembiayaan dalam bentuk

kredit program atau kredit komersial lainnya. selain disebabkan oleh ketiadaan

agunan juga disebabkan oleh besarnya risiko Usaha Tani seperti gagal panen

atau fluktuasi harga. Usaha Tani yang dikelola oleh Kelembagaal Ekonomi

Petani berbadan hukum dapat lebih menjamin: 1) kelayakan skala usaha; 2)

peningkatan produktivitas budidaya; 3) dampak gejolak harga melalui

perencanaan pola dan pengaturan jadwal tanam/panen; serta 4) pemilihan jenis

dan pengaturan mutu produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan

demikian. dapat menekan risiko kegagalan Usaha Tani. sehingga lebih menarik

bagi lembaga pembiayaan untuk meminjamkan modal usaha. Di samping itu,
Korporasi Petani yang dikelola dalam skala kawasan dapat lebih menarik bagi

sumber pembiayaan yang berasal dari kementerian/lembaga yang membidangi

pengembangan usaha kecil dan menengah; perindustrian dan perdagangan;

lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan; serta swasta

diantaranya melalui dana Corporate Social Responsibilty (CSR). Asuransi Usaha

Tani secara mandiri akan lebih mudah dirintis melalui Kelembasaan Ekonomi
Petani berbadan hukum, karena lebih meningkatkan kepercayaan lembaga.

asuransi dalam memberikan penjaminan.
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DESNN RANTN PASOK KOMODITAS DI LOKASI KBGIATAN PERCONTOIIAN

Desain Rantai Pasok komoditas pertanian dirancang untuk menata integrasi antar

pelaku utama pengembangan Kawasan Pertanian (Pemerintah, Petani dan pelaku

usaha) untuk menjalin manajemen Rantai Pasok (supply chain management) secara

efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peran Korporasi Petani. Desain Rantai

Pasok merupakan skenario untuk menciptakan sistem Usaha Tani terpadu dalam

meningkatkan elisiensi Rantai Pasok (supply chain) dan nilai tambah di masing-

masing Rantai Pasok tersebut.

1. Gambaran Kondisi Saat Ini Secara umum gambaran Rantai Pasok untuk
komoditas terutama pada Kegiatan Percontohan sapi potong yang ada saat ini

rantai pemasaran sapi menun-iukkan bahwa Droses vans te{adi diawali adanya

peran peternak dalam menyediakan sapi untuk dikirimkan / dij ual kepada

pedagang pengumpul/belantik. Rantai Pasok ternak sapi cukup panjang yang

melibatkan banyak pelaku seperti pengumpul/belantik, pedagang sapi

besar/kecil, pedagang antar provinsi, distributor, sehingga mencerminkan

rantai yang panjang.

Secara umum model manajemen Rantai Pasok, petani sebagai produsen

men-iual produk pertanian segar ke pedagang pengumpul kecamatan atau ke

pedagang/ pasar kabupaten ataupun juga ke pedagang antar pulau. Dari pasar

kabupaten produk tersebut dijual ke pasar provinsi, alternatif lainnya di juaf

antar pulau. Kemungkinan lainnya adalah dijual ke pabrik untuk diolah,

kemudian dijual melalui distributor sampai langsung ke pembeli atau

konsumen. Model Rantai Pasok di masing-masing daerah berbeda atau

bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada di daerah

2. Kondisi yang Diharapkan.

Gambaran umum kelima model Rantai Pasok di atas menunjukkan panjangnya

rantai tata niaga dan masih terbatasnya peran petani/ Kelompok Tani dalam

mengendalikan Rantai Pasok. Sehingga petani/Kelompok Tani sebagai pelaku

utama di on farm mendapat proporsi pembagian keuntungan yang relatif paling
kecil.

Upaya mengkorporasikan petani adalah untuk melibatkan petani/ Kelompok
Tali dalam meneenda-likan atau ber-oeran secara lebih besar pada Rantai pasok.

sehingga petani tidak hanya berpera, sebagai produsen semata, namun dapat
lebih berperan dalam mengendalikan Rantai pasok. Untuk itu petani/Kelompok
Tani harus mzrmpu membangun kelembagaan Korporasi petani yang kuat guna
meningkatkan posisi tawar petani dan meredistribusi sebagian profit yang
selama ini dinikmati oleh middlemen kepada produsen.
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Peternak sapi potong selama ini memelihara ternaknva secara individual di

kandang-kandang peternak da.lam jumlah kecil (2-4 ekor). Korporasi peternak

sapi potong diharapkan dapat mengkonsolidasikan pemeliharaan ternak dalam

kandang-kandang komunal yang didukung dengan konsolidasi penyediaan

pakan serta penerapan teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan. Dengan

sistem kandang komunal akan meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja

dalam pengadaan pakan, pemeliharaan kesehatan temak, serta pengaturan

reproduksi yang lebih baik. Di samping itu. kotoran dan urin sapi dapat olah

secara efisien menjadi pupuk organik yang bernilai jual.

Produk akhir yang dijual oleh korporasi ternak dapat berupa kombinasi dari

sapi anakan (pedet), sapi penggemukan, dan produk turunan lainnya (pupuk

kandang, biogas). Pada prinsipnya, melalui Korporasi Petani, para petani

didesain untuk tidak hanya berkutat pada aspek budidaya narnun juga terlibat

pada proses bisnis lebih lanjut mencakup pengolahan dan pemasaran.

Pupuk

Biogas +

f,eeol()fer

Pedagang Sapi Siap
Pnfnrr o di Pasar Lferrratr

Kota/ Kabupaten

Supplier/pemasok
n^^-^L A^-+-^t)a\-^o.t\ rJLrrta a.

Produksi

Distributor
untuk pasar

D-^..: - ^:

Gambar 4. Rantai Pasok Korporasi Petemakan Sapi potong
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RINCIAN TUGAS TIM KEGIATAN PERCONTOHAN

Tim Kegiatal Percontohan melaksanakan: 1) pemilihan lokasi; 2) koordinasi lintas

sektor atau pemangku kepentingan; 3) analisis diagnostik; 4) perancangan kegiatan

dan anggaran; dan 5l perancangan jadwal dan asenda pelaksanaan. Rincial

masing-masing kegiatan yaitu sebagai berikut:

A. Pemilihan Lokasi

Ultuk peiaksalaa-ri pegerlbalgani Kawasaii Per'taiiinii Berbasis Kor pur'asi Pc riii
kegiatan tahun pertama mencakup narnun tidak terbatas pada penataan

kelembagaan Kelompok Tani serta penyiapan prasarana dan sarana usaha

produksi yang dibutuhkan untuk pengembangan komoditas. Adapun kegiatan

tahun berikutnya dapat dilanjutkan pada penguatan kemitraan, pengolahan,

pemasaran maupun diversilikasi usaha. Lokasi Kegiatan Percontohan dapat

berupa: l) satu kawasan kabupaten untuk satu komoditas; 2) satu kawasart

kabupaten untuk beberapa komoditas; 3) satu komoditas terdiri atas beberapa

kawasan kabupaten. Penentuan lokasi mengacu pada kriteria umum sebagai

berikut:

1. Kriteria Umum

a. didukung Masterplan di tingkat provinsi dan Action Plan di tingkat

Kabupaten/Kota;

b. Lokasi Kegiatan Percontohan mudah diakses dan didukung jaringan

infrastruktur dasar yang memadai;

c. Kelembagaan Gapoktan sudah cukup berkembang;

d. kelembagaan pelayanan sarana produksi, pembiayaan, penyuluhan,

sudah cukup berkembang:

e. komoditas yang dikembangkan sesuai dengal sosial budaya setempat;

f. tersedia pasar atau industry pengolahan potensial.

2. Kriteria Teknis

Kriteria teknis pemilihan lokasi dapat berbeda antar komoditas. untuk
Kegiatan Percontohan penentuan lokasi didasarkan pada kriteria teknis
seb"gai berikut:

a. terdaoat oopulasi v€rng memenuhi skala ekonomi kawasan :

b. tersedia dukungan potensi pakan;

c. bebas penyakit menular; dan

d. didukung oleh keberadaan kelembagaan reproduksi dan kesmavet.
B. Koordinasi Lintas Sektor/pemangku Kepentingan.
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Koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan difokuskan pada upaya untuk: 1)

membangun kesepahamarr dan kesepakatal antara pemerintah pusat dan daerah

agar menjadi dasar pengaturan peran dan tanggung jawab dalam merencanakan

kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 2) menggerakkan tim

dalam menganalisis model dan pola pengembangan korporasi yang sesuai dengan

potensi dan permasalahan Usaha Tani komoditas; dan 3) menggerakkan tenaga

pendamping atau fasilitator di lapangan dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan.

Ruane lingkup koordinasi difokuskan pada upaya untuk membagi peran dari

masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung peLaksanaan

pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan, yaitu sebagai berikut :

l. Pemerintah Pusat menyiapkan pedoman pelaksanaan, merancang kegiatan

dan anggaran, menetapkan tim pelaksana, memfasilitasi pembinaan dan

pendampingan teknis, memantau, mengevaluasi, dan menerima laporan

pelaksanaan. Adapun pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan calon

lokasi. pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

mengidentifikasi dan memfasilitasi kemitraan dengal kelompok usaha

perdagangan / kelompok usaha industri, memantau, mengevaluasi, dan

melaporkan pelaksanaan.

2. Tim berperan dalam mengidentifikasi calon Kelembagaan Ekonomi Petani

berbadan hukum dan calon kelompok usaha mitra potensial serta

membantu meranc€rng manajemen ke{a sama usaha antara Kelembagaan

Ekonomi Petani berbadan hukum dan kelompok usaha mitra ter-oilih.

3. Tenaga pendamping atau fasilitator di lapangan berperan dalam memotivasi

dan membina masyarakat yang mencakup: l) pembentukan dan pengelolaan

Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum; 2) membantu menganalisis

kelayakan usaha; 3) mendampingi perencanaan usaha produksi; 4\

penyusunan standard operasional prosedur (SOP) ke{asama dengan mitra

usaha; 5) pelaksanaan usaha produksi; dan 6) manqjemen usaha dan

Demasaran.

C. Analisis Diagnostik.

Analisis diagnostik sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas

nermintaan pasar dan kaoasitas ter-Dasans industri (daya tampungl
dibandingkan dengan kemampuan kawasan untuk memenuhinya (daya

dukung). Di samping itu, analisis diagnostik juga penting untuk menetapkan
apakah prospek pengembangan produk cukup sampai dengan pemasaran dalam
bentuk segar atau perlu dikembangkan pemasaran dalam bentuk olahan / bahan
baku industri. Ruang lingkup analisis diagnostik dibatasi pada tiga hal utama,
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yaitu produk. pasar dan kelembagaan. Hasil dari analisis diagnostik adalah

pengenalan kondisi eksisting di calon lokasi baik aspek teknis maupun sosial

ekonomi, yang mencakup:

1. pola Usaha Ternak dalam I (satu) siklus;

2. infrastruktur dasar peternakan (listrik, telekomunikasi, jalan, sumber air,

kandang, gudang pakan, RPH);

3. kelembagaan Peternak (status usaha poktan/gapoktan);

4. kelembagaan pelayanan fpelatihan. pembibitan. kios saprodi):

5. kelembagaan usaha tingkat desa (koperasi, BUMDES);

6. alat mesin peternakan dan sarana pasca panen/pengolahan;

7. ketersediaan tenaga keq'a;

8. pasar (pasar fisik, Rantai Pasok, rantai nilai);

9. mitra indu stri / perdagangan potensial (pabrik pakan, pengolahan, pedagang

ritel);

10. akses pembiayaan dan asuransi: serta

1 1. hal-hal lain yang dianggap relevan.

Pelaksanaan analisis diagnostik dilakukan bersama oleh tim dengan

menggunakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pakar, Peternak, inseminator, dan

pelaku usaha. Metode yang digunakan dapat dalam bentuk observasi lapangan

atau Focus Group Discusion (FGD) yang dilengkapi dengan instrumen dalam

bentuk kuesioner.

D. Perancangan Kegiatan dan Anggaran

Perancangan kegiatan dan anggar€rn pengembangan Kawasan Korporasi

Peternakan difokuskan pada: ll altivitas konsolidasi dan pembentukan

Kelembagaan Ekonomi Peternak Berbadan Hukum dan pembentukan kemitraan

korporasi dan perdagangan; dan 2) mendukung pelaksanaan Usaha Temak

yang dikelola Kelembagaan Ekonomi Peternak Berbadan Hukum yang

didasarkan pada hasil analisis diagnostik. Fokus kegiatan diutamakan untuk
memperkuat subsistem Usaha Ternak yang masih lemah ntuk mendukung
pengembangan kawasan korporasi. Ruang lingkup kegiatan dan penganggaral
dirancang secara terDadu mulai dari kegiatan hulu sampai hilir.
Khusus untuk Kegiatan Percontohan, mengingat ini merupakan wahana
pembelajaran dalam pengembangan manajemen kawasan yang berbasis
korporasi, maka percontohan dilaksanakan dengan mekanisme anggaran yang
dipusatkan di organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komoditas
Peternakan dan Kesehatan Hewan. penganggaran kegiatan tidak terbatas pada
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kegiatan yang menjadi tugas pokok unit kefa. tetapi mencakup pula kegiatan

lainnya pada setiap subsistem Usaha Ternak mulai dari hulu sampai hilir sesuai

dengan kebutuhan dalam pengembangan kawasan komoditas.

fr. rctLtl,uil-rltttl-tr rgr gu[ ur-liralt

Tim pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan di lokasi percontohan terdiri

atas: l) Tim Pengarah; 2) Tim Pembina; dan 3) Tim Pelaksana. T\rgas masing-

masing tim yaitu sebagai berikut:

l. pengarah bertugas untuk mengarahkan tim dalam merencanakan dan

melaksanakan kegiatan.

2. pembina bertugas untuk: (1) membina tim pelaksana dalam merencanakan

menetapkan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis

Korporasi Petani yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah

kebijakan, tujuan prograrn, dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian

nasional: [2] melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kepada Menteri.

3. pelaksana bertugas untuk: (1) mengusulkan calon lokasi; (2) menyusun

rencana anggaran; (3) menyusun agenda dan jadwal pelaksanaan kegiatan

tahunan; (4) melakukan pembinaan teknis; (5) melakukan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan; (6) melaporkan pelaksanaan kepada pengarah.

Susunan Tim terdiri atas Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan

kesehatan hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten vans ditetapkan sebagai

lokasi kegiatan serta unit ke{a pelaksana teknis di lokasi kegiatan.
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ALUR PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KORPORASI

Korporasi Petani dibentuk melalui dua tahap utama, yaitu penumbuhan dan

pengembangan korporasi Petani di mana masing-masing tahapan memiliki tahapan

dan proses yang lebih detail. Penumbuhan koloorasi Petani dilakukan dari tahapan

persiapan sampai dengan tahapan penentuan bentuk kelembagaan usaha,

kepengurusan, dan status hukum. Tahapan pengembangan korporasi Petani

mencakup kegiatan penguatan bisnis, dan pemandirian korporasi Petani.

Penguatan bisnis dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia

dan pengembangan jejaring usaha (rehaorkingl, yang diharapkan akan

meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan faktor

produksi. meningkatkan skala bisnis. mengembangkan diversilikasi usaha. dan

perluasan jejaring pemasaran. Sedalgkan pemandirian korporasi Petani dilakukan

dengan penguatan manajemen badan usaha dan bisnis.

Penr,rmbr-rha-n korpora,si Peta:ri dila,kr-rka,n mela,lr-ri ta-ha-pa.n-ta.ha.pa:r benkr-r.t:

1. Sosialisasi korporasi Petani di lokasi terpilih merupakan proses belajar yang

diprakarsai oleh Tim Pusat kepada Tim Provinsi dan Kabupaten/Kota yang

bertujuan agar pihak berkepentingan memahami program dan peran masing-

masing, serta bersedia untuk berperan serta dalam menumbuhkan dan

mengembangkan korporasi Petani.

2. Penentuan Lokasi Definitif merupakan proses penetapan lokasi pasti korporasi

Petani yang dimulai dari penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi program

korporasi Petani sampai proses pengesahan pengajual proposal rencana

korporasi Petani dari kabupaten/ kota.

3. Konsolidasi Pemangku Kepentingan merupakan proses memperkuat sinergi

dan memperjelas peran masing-masing dinas terkait di lingkup provinsi dan

kabupaten / kota demi kesuksesan program korporasi Petani.

4. Konsolidasi Petani dan Usaha Tani merupakan proses yang melibatkan Petani,

kelompok tani tPoktan). Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Usaha tani dan

kelembagaan Petani yang berada dalam target lokasi korporasi Petani untuk
memahami program korporasi Petani, menyatukan dan memperkuat sinergi,

5. Perancangan Korporasi Petani merupakan proses merancang bentuk
kelembagaan usaha, susunan organisasi, dan struktur usaha korporasi petani.
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Pengembansan kor-oorasi Petani dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

9

Kegiatan Pelatihan merupakan salah satu proses pengembangan SDM untuk
memastikan tersedianya SDM dengan jumlah dan kompetensi yang

dibutuhkan. Proses ini diawali dengan identifikasi performansi SDM dalam

korporasi Petani sampai dengan proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

pelatihan SDM.

Pengembangan Jaringan Usaha merupakan proses yang bertujuan untuk

menjalin hubungan keg'asama yang baik dengan pihak eksternal yang

mendukung aktivitas korporasi Petani. Proses ini diawali dengan identilikasi

rantai nilai korporasi Petani untuk menemukan proses yang berpotensi untuk

dikembangkan dan membutuhkan bantuan dari pihak ekstemal. sampai

dengan proses mendapatkan jejaring dan proses menjaga hubungan baik

dengan jejaring eksisting maupun potensial untuk berkolaborasi.

Penyusunan Model Bisnis merupakan proses penyusunan rencana bisnis

(business plan) korporasi Petani.

Penentuan Bentuk Kelembagaan, Kepengurusan, dan Status Hukum

merupakan proses penetapan bentuk kelembagaan korporasi Petani, pengurus,

dan penetapan cabang usaha -iika dibutuhkan dalam penumbuhan kor-oorasi

Petani.

Kesiapan Infrastruktur Pendukung merupakan proses yang diawali dengan

identifikasi kebutuhan infrastruktur sampai dengan proses pemenuhan

pembiayaan infrastruktur.

Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan proses yarg bertujuan

memastikan ketersediaan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang diawali

dengan identifikasi ienis kompetensi vang dibutuhkan dalam setiap posisi dan

kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam korporasi Petani

sampai dengan proses pemenuhan pembiayaan program peningkatan

kapasitas SDM.

Pengembangan korporasi Petani dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Kegiatan Pelatihan merupakan salah satu proses pengembangan SDM untuk
rnernastika:r tersedielya SDlt dengan jurnlah dan konapetensi j.ang
dibutuhkan. Proses ini diawali dengan identifikasi performansi SDM dalam
korporasi Petani sampai dengan proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan
pelatihan SDM.

Pengembangan Jaringan usaha merupakan proses yang bertujuan untuk
menjalin hubungan keq'asama yang baik dengan pihak ekstemal yang
mendukung aktivitas korporasi petani. proses ini diawali dengan identifikasi

.)
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rantai nilai koloorasi Petani untuk menemukan proses vane belootensi untuk
dikembangkan dan membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, sampai

dengan proses mendapatkan jejaring dan proses menjaga hubungan baik

dengan jejaring eksisting maupun potensial untuk berkolaborasi.

Pengajuan Pembiayaan Kepada kmbaga Keuangan Formal merupakan proses

yang bertujuan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga

Keuangan Formal untuk menunjang aktivitas korporasi Petani. Proses ini
diawali dari pengumpulan dokumen-dokumen legal kor-oorasi Petani sampai

dengan proses pelaksanaan penandatanganal akad kredit antara korporasi

Petani dengan lembaga keuangan formal.

r'1mEn

Sosialisasi Kor.oorasi
Petani di Lokasi Teeilih

Penontuan Lokasi
rta|ihtrt,

Konsolidasi Lintas
Pemangku Kepentingan

Kegiatan Pelatihan

Pengembangan
Jaringan Usaha

I
Pengajuan Pembiayaan

Kopada Lembaga
Keuangan Formal

_)

l
Konsolidasi Pelani dan

Usaha Tani

Perancangan Korporasi Petani
r9ltl,lttu:llt El€lttu(

kelembagaan, Kepengurusan Penyusunan Model Eisnis

-
Kesiapafl lnfrastruktur

Pendukung
K€siapan Sumb€r Caya

Manusia

Se esar
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FOR]UAT PEIYYUSUNAIT STUDI KELAYAKAN
USAHA KORPORASI PETANI DAN RENCANA BISNIS

A. PEI,IYUSUNAN STUDI KELAYAKAN USAHA KORPORASI PETANI

Studi kelayakan adalah penilaian kepraktisan rencana atau metode yang diusulkan.

Misalnya, korporasi Petani memperhitungkan kemampuan atau menciptakan

teknologi untuk melakukan apa vang direncanakan. Koloorasi petani perlu

memperhitungkan sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain yang

diperlukan. Studi kelayakan juga akan membantu menjawab apakah kegiatan

bisnis korporasi petani tersebut akan membei Rehtnt on Inuestmenl (ROI) yalg
diharapkan korporasi petani.

l,angkah-langkah dalam penyusunan studi kelayakan ada-lah sebagai berikut :

1. Melakukan Analisis Awal

Dimulai dengan menguraikan rencana Korporasi Petani, dimana harus fokus

pada kebutuhan yang belum terlayani, pasar dengan permintaan yang lebih

besar daripada penawarErn, dan apakah produk atau jasa yang akan

diu sahakan memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian Kor-oorasi Petani .juga

perlu menentukan apal<ah rintangannya terlalu tinggi untuk diselesaikan.

2. Menyiapkan Proyeksi Laporan Laba Rugi

Dimulai dengan pendapatan yang diharapkan dari Korporasi Petani dan

kemudian investasi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal

ini adalah dasar dari laporan laba rugr. Beberapa hal yang perlu

dipertimbangkan di sini adalah layanan apa yang dibutuhkan dan berapa

bialranya. Denvesuaian oendapatan. seperti oengeantian biaya. dan lain-lain.
3. Melakukan Survei atau Riset Pasar

Langkah ini adalah kunci keberhasilan dari studi kelayakan yang disusun,

sehingga perlu buat selengkap mungkin. Sangat penting bahwa jika korporasi
Petani tidak memiliki sumber daya untuk melalukan survey yang lengkap,

maka akan menguntungkan untuk menyewa perusahaan luar untuk
melakukannya.

Riset Dasar akan memberi sambaran baei kooorasi petani yang lebih jelas
tentang pendapatan yang secara realistis yang dapat diharapkan dari bisnis
yang dikembangkan tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
adalah pengaruh geogralis di pasar, demograli, menganalisis pesaing, nilai
pasar dan apa yang akan menjadi bagian dari korporasi petani dan apakah
pasar itu terbuka untuk ekspansi.
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Merencanakal Orgalisasi Bisnis dan Operasi

Setelah dasar dari langkahJangkah sebelumnya diletakkan, selanjutnya

menyiapkan organisasi korporasi Petani dan operasi usaha bisnis yang

direncanakan mencakup biaya awal, investasi tetap, dan biaya operasi.

Mempersiapkan Neraca Korporasi Petani Hari Pertama

Hal ini termasuk perkiraan aset dan kewajiban, yang harus seakurat mungkin.

Untuk melakukan ini. buat daftar yang mencakup item. sumber. biaya. dan

pembiayaan yang tersedia. Kewajiban yang perlu dipertimbangkan adalah ha-I-

hal seperti sewa atau pembelian tanah, bangunan dan peralatan, pembiayaan

untuk aset dan piutang.

Meninjau Ulang dan Analisis Semua Data

Semua langkah ini penting, tetapi tinjauan dan analisis sangat penting untuk

memastikan bahwa semu€rnya sebagaimana mestinya dan tidak ada yang perlu

diubah atau diubah. Untuk itu. periksa kembali langkah-langkah kor-oorasi

Petani sebelumnya, seperti laporan laba rugi, dan bandingkan dengan

pengeluaran dan kewajiban Anda. Ini juga saat yang tepat untuk memikirkan

risiko, menganalisis dan mengelola, dan membuat rencana darurat apa pun.

Menetapkan Keputusan (Lanjut/Tidak Lanjut)

Korporasi Petani berada pada titik untuk membuat keputusan tentang apakah

bisnis tersebut layak atau tidak. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan

sebelum membuat pilihan tersebut adalah apakah komitmen tersebut sepadan

dengan waktu, tenaga, dan uang serta apakah itu sejalan dengan tujuan

strategis dan aspirasi jangka panjang organisasi.

Adaprrn suslrnrn dari Strrdi Kelavakan Kornorasi Petani adalah 5ehagai herikrrf'

4
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1 Ringkasan Eksekutif

Merupakan ulasan ringkas yang berisi penjelasan garis besar studi
kelayakan vang disusun. Ringkasan eksekutif ini memiliki fungsi aear oara

pengambil kebijakan di tingkat Kawasan atau di tingkat yalg lebih tinggi
memahami hasil studi kelayakan tersebut secara cepat.

Deskripsi Produk / Layanan

Penjelasan mengenai produk komoditas yang akan diusahakan. penjelasan ini
berisi jenis produksi, satuan produksi, jenis kemasan, kualitas produksi dan
manfaat produk tersebut bagi pasar.

Pertimbangan Telorologi

Dijelaskan teknologi apa saja yang a-kan digunakan dalam memproduksi
produk yang akan diusahakan. Penjelasan juga dilakukan untuk menjelaskan
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seberapa efektif teknologi tersebut dan keuntungan dari pengsunaan teknologi

tersebut.

Penetapan Pasar Produk / layanan
Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran korporasi

Petani untuk membeli produk yang diusahakan. Menentukan target pasar

bertujuan untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-

ciri (sifaQ tertentu yang hampir sama. Sebelum menentukan target pasar,

perusahaan harus terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar atau memecah

kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen (lebih

kecil).

Strategi Pemasaran

Strategi pemasar€rn adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan

suatu produk maupun jasa pada target pasar. Strategi pemasaran juga dapat

dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan korporasi Petani dalam

mencapai tujuan pemasaran. Dalam hal ini strategi pemasaran dapat

dikatakan sebagai strategi untuk menghubungkan antara korporasi Petani dan

target pasar.

Organisasi / kepegawaian

Perencanaan kepegawaian adalah salah satu penentuan kebutuhan pegawai

untuk waktu yang akan datang dengan cara penentuan jenis kecakapan yang

diperlukan dan banyaknya orang untuk tiap jabatan, tempat dan kapan

kebutuhan pegawai tersebut diperlukan.

Jadwal Usaha

Jadwal usaha adalah jadwal yang mengatur kegiatan usaha, durasi aktivitas,

tanggal mulai dan akhir kalender, dan menetapkan pencapaian usaha secara

keseluruhan pada garis waktu. Penjadwalan usaha sangat penting untuk
perencanaan dan pengendalian dalam manajemen usaha. Jadwal usaha akan

menentukan jadwal produksi, jadwal pemasaran, jadwal pembiayaan, jadwal

pembayaran dan lain-lain yang nantinya akan menentukan oroSreksi usaha.

Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan merupakan anggaran finansial korporasi petani yang

dirancang/dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah usaha bisnis yang akan
diialankan. Secara umum proyeksi keuangan memberikan gambaran mengenai
sirkulasi keuangan korporasi Petani berupa prediksi pengeluaran, anggaran
modal dan segala sssuatu yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan

sebuah usaha bisnis.
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B. PEI{YUSUNAN RENCANA BISNIS

RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

1.1. l,atar Belakang

1.2. Tujuan dan Keluaran

1.3. Ruang Lingkup

iI. 
^iiALiSiS 

PASAR DAi,i PEiviASARAi.i

2.1. Produk / Jasa Yang Dihasilkan

2.2. Gambaran Pasar

2.3. Target atau Segmen Pasar Yang Dituju

2.4. Trend Perkembangan Pasar

2.5. Proyeksi Penjualan

2.6. Strategi Pemasaran

III. ANALISIS PRODUKSI

3. 1. Proses Produksi

3.2. Bahan Baku dan Penggunaannya

3.3. Kapasitas Produksi

3.4. Rencana Pengembangan Produksi

IV. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

rr^"- --- 1- ^ - -^.- rr-^t^--r. r. l\tllLir.lla1 f grr8suruinlEd.-tl vu1ttar.

4.2. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha

4.3. Roadmop Pengembangan Usaha (Busines s Roadmapl

4.4. Strategi Pengemban gan Usaha

V. RENCANA KEUANGAN (Financial Plan)

5. 1. Rencana Kebutuhan Investasi
( , pah^aa1a Arrrc, riac I iach _ r.]tat n\r ..'& j

5.3. Rencana Kebutuhan Pinjaman

5.4. Rencala Pengembalian Dana Pinjaman

5.5. Strategi Keuangan

VI. ORGANISASI, MANAGEMEN DAN SDM

6. 1. Struktur organisasi

6.2. Managemen Proses

6.3. Analisis Kompetensi dan Kebutuhan SDM
6.4. Rencana Kebutuhan pengembangan SDM
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6.5. Strateei Peneembansan SDM

VII. POTENSI DAMPAK DAN RESIKO USAHA

7.1. Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar

t .2. rJartltpa lt rerlrauap rJlrrBKulrBarr

7.3. Analisis Resiko Usaha

7.4. Antisipasi Resiko Usaha

\fifr tzt|l/ t-rr7t)t/'\t) r, A l4ftlD t^tr\t.^ Aw1t, lrrnl\t, tlt l)t\,l-t I \-/t\ \t\1 tl

8.1. Keg Petformance Indicator Finarnsial (Gross Profit, Net Profit, dan

lainnya)

8.2. Key Performance Indicator Non-Finansial (.Manpouter T\rnouer. Market

Shnre, Cttstom.er Sati.sfaction, dan lainnya)

LAMPIRAN

. Analisis Lingkungan Bisnis

. Kelengkapan Perijinan

. Peta l,okasi

. Foto Produk

. Dokumentasi Produksi

. dan lainnya
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CAI(UPAN RUANG LINGIIUP INOVASI TEKNOLOGI
PERTANIAN 4.O

Membangun pertanian 4.0 diarahkan untuk mempercepat implementasi sistem

produksi pertanian secara presisi. Penerapannya dilakukan dengan memanfaatkan

teknologi pertanian dieital secara cerdas dalam semua aspek usaha pertanian.

Keseluruhan proses dibargun dalam sebuah sistem pertanian yang terintegrasi dan

saling terkoneksi dari hulu-hilir. Keseluruhan proses dilakukan secara tepat,

terkontrol dan real fime sehingga dapat beq'a1an efisien, tidak terjadi pemborosan

sumber daya serta m€rmpu meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Keseluruhan proses tersebut, dibangun di setiap simpul usaha (sub sistem

agribisnis) serta terkait dengan sistem cerdas dengan menggunakan artificiaL

intelligence yang mampu melakukan analisa berdasarkan algoitma Droses vans

semakin cerdas seiring dengan peningkatan kapasitas data yang dikumpulkan.

Kecerdasan ini akan memungkinkan terjadinya otomatisasi perlakuan, bukan

hanya di keseluruhan proses tetapi juga otomatisasi justifikasi apabila terjadi

perubahan kondisi pada subyek komoditas dan lingkungannya. Inovasi teknologi

pertanian 4.0 diarahkan untuk meningkatkan produkti'ritas, kualitas produk dan

efisiensi secara berkelanjutan melalui sistem yang terintegrasi dengan layanan

otomatisasi alat-alat nroduksi.

Pentahapan dan penerapan inovasi pertanian 4.0 dapat didorong dan diintervensi

dalam beberapa simpul usaha (sub sistem agribisnis) dengan sistem digitalisasi

sebagai berikut:

1. Digitalisasi pada sub sistem usahatail (on-form)

a Konsolidasi Petani dan lahan

Sub sistem ini untuk membangun basis data Petani dan lahan dalam

kawasan, dimana saat ini kawasan pertanian masih terdiri dari Petani yang

mempunyai lahan-lahan yang sempit. Untuk itu harus dilakukan
konsolidasi Petani dan lahan untuk meningkatkan efektivitas Derencanaan.

implementasi dan monitoring di semua proses produksi. Dengan

menggunakan teknologi remote sensing menggunalan satelit dan atau
drone dan atau pesawat tak berawak (tJnmanned Aeial Vehicle - |JAV) yang
lain, maka dapat dilakukan pemetaan posisi lahan dan petani pengelola
secara presisi baik pada parameter lokasi, luas serta kondisi awal dari
lahan dan lingkungannya.
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b. Perencanaan operasional pertanian secara presisi

Adanya variabilitas kondisi Lahan dan tanaman memerlukan sebuah

metode pengamatan dan pengukuran yang memberikan intepretasi yang

akurat dan membantu menerbitkan rekomendasi teknis yang sesuai bagi

setiap kondisi lahan dan lingkungan pertanian. Dengan menggunakan

teknologi satelit atau drone yang dilengkapi dengan sensor RGB, NDVI atau

multi.spectral, maka akan didapat penilaian kondisi lahan dan

lingkungannya secara spesifik sehingga akan menghasilkan rekomendasi

teknis yang presisi untuk setiap variasi kondisi darr lingkungan lahan.

c. Budidaya cerdas

Seluruh perlakuan budidaya dari mulai penyiapan lahan sampai dengan

panen, dilakukan secara cerdas dengan menggunakan kecerdasan buatan

(artificial intelligence). Parameter-parameter performa budidaya dan panen

dideteksi dengan mengunakan Intemet of Thing [oI/ untuk kemudian

diinout ke dalam algoritma yang secara cerdas mamou

menginteprestasikan kondisi budidaya secara real time dan memberikan

perintah pada modul mekanis untuk melakukan implementasi perawatan.

Hal tersebut dilakukan pada proses pemupukan, irigasi dan pengendalian

hama penyakit serta gangguan usahatani lainnya. Dalam kawasan

pertanian skala luas yang membutuhakan alat mekanis dalam jumlah

banyak dan beragam, dibangun sebuah sistem deployment yang dilengkapi

mobile tagging dengan menggunakan GPS yang memungkinkan pergerakan

aLat pertanian secara efektif dan cepat, sesuai dengan jenis alat, jadwal

ke{a, target lahan dan kebutuhan operasional di lapangan (misalnya garasi

lapangan, bahan bakar dan tenaga operator).

2. Digitalisasi pada sub sistem non usahatani (off-farml

a Ditalisasi Pembiayaan Usahatani dan Penyediaan Sarana Input Data Petani
r!:.rrr !nho- r,^h^ +6^L n;,l.^--^liA^-,; ,,;Lihhrrh Jr!o- ,t^+^kaFa ,.6h^ .l^^^risiririiilJ!iii i-.4i.iiii i,iiiiiiiJaii,c j uiiS uiip.ii

diakses melalui platform khusus oleh pihak perbankan, untuk melakukan
uerifikasi dan pencairan pembiayaan usahatani secara cepat kepada semua

Petani, yang nantinya akan berimbas pada kecepatan pemenuhan

kebutuhan agro inptt. Melalui platform tersebut, perbankan akan
terkoneksi dengan platform Petani, distributor agroinput, UpJA dan petugas

monitoring, sehingga perbankan dapat melakukan monitoring terhadap
imolementasi agroinout dan kineria u sahatani xcara real fime. Hal ini
akan meningkatkan kinerja manajemen resiko perbankan sehingga
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meningkatkan kepercayaan perbankan pada proses produksi di tingkat
Petani.

b. Digitalisasi Pengolahan Hasil

Proses pengolahan membutuhkan ketepatan data pada proses input
sampai dengan output produk siap diluncurkan ke pasar. Dalam hal ini
dibangun pola transfer data produk mentah dad lahan dengan

menggunakan teknologi QR Code dari mulai proses pengzrngkutan hasil

panen dan penimbangan. Transfer data ini akan menjamin proses

penelusuran yalg presisi dari mulai lahan sampai dengan distribusi output

barang jadi sampai ke pelanggan.

c. Digitalisasi Pemasaran

Kondisi pasar produk pertanian saat ini sudah mempunyai variabilitas
yang tinggi baik di sisi segment, trend, brand anDareness, kepeminatan

konsumen maupun kekuatan pesaing.

Oleh karena itu dibangun sebuah sistem cerdas dengan menggunakan

artificial intelligence yang mampu menyerap dan menganalisis data serta

membangunnya menjadi sistem perencanaan pemasaran yang secara

otomatis dapat menyesuaikan dengan profil, segment, kepeminatan dan

trend konsumen.

d. Digitalisasi Manajemen Operasional

Manqjemen operasional yang kompleks membutuhkan sistem pengelolaan

yang terintegrasi dari mulai pengelolaan sumber daya, operasional produksi

dan pengolahan, monitoring dan pengontrolan semua proses serta

pengawasan keuangan. Secara digital akan dibangun sebuah sistem

dengan menggunakan application programme interface (API) yang akan
mengintegrasikan semua proses.

Pemblaa Utana uda
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